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WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang: a.bahwa Pemerintah Daerah sebagai pemegang mandat dari
rakyat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai upaya
pemenuhan terhadap hak sipil warga negara;

b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pemungutan
denda administratif dan penyesuaian dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diubah
dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan
kemampuan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian

Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;



Mengingat

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan

International Convention On The Elimination Of All Forms Of
Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
(Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3852);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi

Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor

109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4634);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5216);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
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24.
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26.

27.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010
tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010
tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN
SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Kediri Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 15

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

“Pasal 15

Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya
penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu)
tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk
waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada
instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat
Keterangan Pindah Datang.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK

dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.



()

(6)
(7)

Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.

dihapus.

dihapus.

2. Ketentuan Pasal 115 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf i dihapus;

huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j diubah, serta ayat (2) dan

ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 115 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

“Pasal 115

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila

melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam

hal :

a.
b.

C.

dihapus;

dihapus;

pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan
denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah);

pindah datang dari luar Negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan denda sebesar
Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

pindah datang dari luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima
ratus ribu rupiah);

perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan
denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



h. perubahan KK bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dikenakan
denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

i. dihapus;

j. perpanjangan KTP Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) dikenakan
denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

3. Penjelasan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan penjelasan

Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat
Tinggal atau Kartu Keterangan Bertempat Tinggal”
adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan
kepada orang asing (WNA) yang memiliki izin tinggal
terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan
telah terdaftar di pemerintah daerah sebagai penduduk
tinggal terbatas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

4. Lampiran Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diubah,
sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 April 2013

WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd
AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.

Pembina Tingkat I (IV/Db)
NIP. 19631002 199003 2 003




II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

UMUM
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan

dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi
negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan
memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik
serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan,
tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan salah satunya diarahkan untuk
mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara
nasional, regional, serta lokal.

Untuk menjamin pelaksanaan peraturan daerah dari kemungkinan
pelanggaran, terutama dalam hal administrasi, pengaturan pengenaan
sanksi administratif harus mempertimbangkan pertumbuhan penduduk
dan kemampuan masyarakat. Maka untuk mengefektifkan pelaksanaan
pemungutan denda administratif dan penyesuaian dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, maka beberapa ketentuan dalam
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian

Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diubah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 7 TAHUN 2013

TANGGAL :

12 April 2013

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK

DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO JENIS PELAYANAN RETRIBUSI S,?:gﬁ,N
A. | DOKUMEN KEPENDUDUKAN
1. Kartu Tanda penduduk Rp 0,- Perdokumen
2. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (WNA) | Rp 200.000,- | Perdokumen
3. Kartu Keluarga Rp 0,- Perdokumen
B. | AKTA CATATAN SIPIL
1. Kutipan Akta Perkawinan (suami dan isteri):
a. WNI Rp 100.000,- | Perdokumen
b. WNA Rp 150.000,- | Perdokumen
2. Kutipan Akta Perceraian :
a. WNI Rp 150.000,- | Perdokumen
b. WNA Rp 200.000,- | Perdokumen
3. Akta Kelahiran Rp 0,- Perdokumen
4. Akta Kematian Rp 0,- Perdokumen

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR
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